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PUTUSAN
Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkaranya:

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal Kabupaten
Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat”,
MELAWAN

TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ternak Ayam, tempat tinggal di Kabupaten Tanah
Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga

Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 27 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 101/
Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 27 Februari 2012, telah mengajukan hal-
hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/08/
IX/2010 tanggal 01 September 2010);
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2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat
taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku
nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten
Tanah Laut sampai berpisah. Pada awal pernikahan, Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 11
bulan;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 antara Penggugat dan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan
antara lain:

a. Tergugat ketahuan Penggugat berpacaran dengan perempuan
yang bernama WIL, hal itu Penggugat ketahui lewat HP milik
Tergugat;

b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk
dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan
kehidupan rumah tangganya;

c. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, dan hal itu
Tergugat lakukan setiap hari tanpa alasan yang jelas;

d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada
hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Desember
2010 terjadi lagi permasalahan antara Penggugat dengan
Tergugat, disebabkan Tergugat ketahuan Penggugat berpacaran
dengan perempuan lain lagi yang bernama WIL, hal itu
Penggugat ketahui karena Penggugat mengikuti Tergugat ke
tempat kerja Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

6. Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun
2 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 1 kali
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saja, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah
datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha
lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah
ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang
menghadap dan tidak menyuruh orang Ilain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan
dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Plh
tanggal 13 Maret 2012 dan tanggal 21 Maret 2012 yang dibacakan
di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi,
sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu
alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan
memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang
menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut,
sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh
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suatu alasan yang sah, maka hak jawabnya dinyatakan gugur dan

pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/08/1X/2010 Tanggal 01
September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kabupaten Tanah Laut(P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:630105
601292 0004 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan Camat
Kabupaten Tanah Laut(P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas,

Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten
Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

¢ Bahwa Penggugat yang telah mempunyai suami bernama
(Tergugat);

e Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai menantu;

¢ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31
Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Laut;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah
tangga bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Tanah
Laut sampai keduanya berpisah;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang
anak;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun saja namun sejak bulan Oktober tahun 2010
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa penyebabnya karenaTergugat tidak dapat memberi
nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun Tergugat
bekerja namun penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri
tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah
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tangganya, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari
hanya untuk hura- hura dan Tergugat sering cemburu buta
menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain
tanpa bukti;

¢ Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan
perempuan yang bernama WIL, hal itu Penggugat ketahui
melalui Handphone milik Tergugat;

e Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember
2010 karena Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh
dengan seorang perempuan bernama WIL dan sewaktu
diketahui oleh Penggugat kemudian Tergugat pergi bersama
perempuan tersebut;

e Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana
layaknya suami istri hingga kini selama lebih dari 1 tahun;

e Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak rukun
dengan Penggugat;

e Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah
mengusahakan rukun Penggugat dengan Tergugat namun
tidak mendapat respon baik dari pihak keluarga Tergugat;

e Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
juga telah melibatkan Kepala Desa namun upaya tersebut
juga tidak berhasil;

e Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau
kumpul lagi dengan suaminya;

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Perusahaan MKK, tempat tinggal
di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di
bawah sumpah vyang pada pokoknya
sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah

Bibi Penggugat ;
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e Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada
tanggal 31 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Laut;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah

tangga bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di
Kabupaten Tanah Laut sampai keduanya berpisah;

¢ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang

anak;

¢ Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan
pertengkaran;

e Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka berselingkuh
dengan banyak perempuan, pencemburu, suka hura- hura
dan Tergugat juga tidak dapat memberi nafkah secara layak
kepada Penggugat walaupun Tergugat bekerja namun
penghasilannya digunakan hanya untuk kepentingan dirinya
sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan
rumah tangganya;

e Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat berjalan bersama

dengan perempuan lain;

e Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2011
yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah
berselingkuh dengan seorang perempuan bernama WIL
setelah diketahui oleh Penggugat kemudian Tergugat pergi
bersama perempuan tersebut dan tidak pernah kembali lagi;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya
suami istri sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini
selama lebih dari 1 tahun;

e Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak rukun

dengan Penggugat;
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e Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah

mengusahakan rukun Penggugat dengan Tergugat namun
tidak berhasil;

e Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau
kumpul lagi dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan
tanggapan lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup
ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah
termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama di wajibkan
terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator,
akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk
datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,
sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,
dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2)
maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk
wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya
mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang
menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut,
sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu
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dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini
harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil
fighiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid I,
halaman 405 sebagai berikut:

waMlplS?prbw]l&)ua
a 5>V plls 569

Artinya: Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi
panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan
gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana
telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat
(P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat
dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan
selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama Andy
Saputra 11 bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan
setelah memperhatikan surat gugatan dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan
banyak perempuan, pencemburu, suka hura- hura dan Tergugat
juga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya digunakan
hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan
Penggugat dan kehidupan rumah tangganya.Hal itu berarti Tergugat
telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga
bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama
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lebih dari 1 tahun, sehingga untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal (sakinah,mawaddah wa rahmah)
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki
oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit tercapai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
adalah orang dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara
langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta
tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya
dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah
diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg,
maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya
terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran
adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka
gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan
hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat
diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas
Majelis sependapat dengan dalil figh yang tercantum dalam Kitab
Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

glloiassV Lo Lg.. c,,-u,l,.-al azgsll cassl Il

O Eg ,,.,u bl il aalls woLnJI
Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah

memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu
yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya,
maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar
menceraikannya. Dan pada saat itu hakim
menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti
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kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara
keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan
bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk
mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat
bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat
dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan
tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis
berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah
memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat
mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan
dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi
sebagai berikut;

o Wl ade §lb lezgs) azgill at, pac sl I3l
"

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah
memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga
mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fighus Sunnah juz 1
halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang
berbunyi sebagai berikut;

JSL).o J)Mylngqus).oJluJ|ugS;u|W
iy aplSJL a8 ,al ] Juosil Gluwl am> oY azs
Gl Y b bl oo ollgio . Jsdly il oo nss
. il 5l Logis &ng oo 2gizl LS glbll jas,
uMJlJLo.” CuaRiig )@M.Z.“ 5') _9.uJ|_9
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Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan
ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian
akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan.
Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih
sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap
berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah
jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka
dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian
telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana
maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang
Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini
setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan
Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang
timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-
undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi

dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT terhadap
PENGGUGAT,

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat
Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.301.000.00 (Tiga ratus
satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 27
Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1433
Hijriah oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua,
NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua
pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H.
SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd, ttd,
NURUL FAUZIAH, S.Ag. Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.
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Panitera Pengganti,
ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp210.000 ,00
Redaksi : Rp 5.000,00
Materai :Rp_ 6.000,00 ,

Jumlah Rp301.000,00

LA
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